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A. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki
peran penting dalam sumber penerimaan pajak. Besar
kecilnya pajak akan menentukan kapasitas anggaran negara
dalam membiayai pengeluaran negara, baik untuk
pembiayaan pemerintah, pembangunan maupun untuk
pembiayaan rutin. Direktorat Jenderal Pajak sebagai salah
satu instansi pemerintah yang secara stuktural berada
dibawah Departemen Keuangan memiliki visi menjadi model
pelayanan masyarakat yang menyelenggarakan sistem dan
manajemen perpajakan kelas dunia yang dipercaya dan
dibanggakan masyarakat, Direktorat Jenderal Pajak
menetapkan salah satu misinya yaitu misi fiskal, adalah
untuk menghimpun penerimaan dalam negeri dari sektor
pajak yang mampu menunjang kemandirian pembiayaan
pemerintah berdasarkan undang-undang perpajakan dengan
tingkat efektifitas dan efisiensi yang tinggi. Selain sebagai
sumber penerimaan (budgetair), pajak juga memiliki fungsi
lain yaitu fungsi regulerend. Fungsi regulerend secara umum

dapat dinyatakan bahwa sistem pajak harus dapat mendorong



kegiatan pertumbuhan ekonomi nasional dengan mendorong
investasi dari luar serta mengamankan penerimaan negara.*
Pada dasarnya, pajak (dharibah) sebagai sumber
pendapatan negara, dalam Alquran dan Hadits tidak
dibenarkan, karena Islam sudah mewajibkan zakat bagi
orang-orang yang sudah terpenuhi ketentuan mengenai zakat.
Namun bisa saja terjadi suatu kondisi dimana zakat tidak lagi
mencukupi pembiayaan negara, maka pada saat itu,
dibolehkan memungut pajak (dharibah) dengan ketentuan-
ketentuan yang sangat tegas dan diputuskan oleh ahlil halli
wal aqdi. Pajak (dharibah) merupakan salah satu bentuk
mu’amlah dalam bidang ekonomi, sebagai alat pemenuhan
kebutuhan negara dan masyarakat untuk membiayai berbagai
kebutuhan bersama (kolektif). Dengan tidak adanya nash
yang secara eksplisit mengatur menangani pajak (dharibah)
dalam syariat Islam, berimplikasi pada terjadinya perbedaan
pendapat di kalangan para fukaha mengenai status dan
hukum memungut pajak (dharibah). Pihak yang pro
berpendapat bahwa pajak (dharibah) diperbolehkan
berdasarkan ijtihad yang bersumber dari dalil-dalil yang
menyatakan bahwa ada keweajiban lain pada harta seorang
Muslim selain zakat. Pihak kontra mengatakan bahwa pajak
(dhraribah) tidak ada atau tidak diperbolehkan menurut

hukum Islam, argumentasi pihak yang kontra terhadap

! Erly Suandi, Perencanaan Pajak, (Jakarta : Salemba Empat, 2011),
Ed.ke-5, p.1



kewajiban pajak ini berlandaskan pada dalil-dalil bahwa
tidak ada kewajiban pada harta kaum Muslimin selain zakat,
karena zakat merupakan bentuk ibadah dan ketaatan kepada
Allah SWT, sehingga berkonsekwensi pada keimanan
seorang hamba. Dalam penelitian Turmudi, tujuan pajak dan
zakat pada dasarnya sama, yaitu sebagai sumber dana untuk
mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan makmur yang
merata dan berkesinambungan antara material dan spiritual.?
Hal ini didukung oleh Sari, dalam penelitiannya Pajak
merupakan salah satu kewajiban negara dalam sebuah negara
muslim dengan alasan dana pemerintah mencukupi untuk
membiayai pengeluaran yang oleh karena itu pajak tidak
boleh dipungut secara paksa dan kekuasaan semata.®

Terdapat dua pendapat ulama yang berbeda mengenai
hal ini,* pendapat pertama adalah tidak boleh membebankan
pajak kepada kaum Muslim karena umat Islam telah
dibebankan dengan zakat. Hal ini diperkuat dengan hadits
Rasulullah SAW :
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2Turmudi, M., Pajak Dalam Perspektif Hukum Islam. (Jurnal Al-'Adl,
Vol. 8 No.1, 2015), p.128-142.

%Sari, D. R, Pemikiran Yusuf Qardhawi Tentang Pajak (Dharibah),
(Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2010)

*https://dalamislam.com/hukum-islam/hukum-membayar-pajak-
dalam-islam, (22 September 2020)
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“Telah menceritakan kepada Kami Abbas bin ‘Abdul
‘Azhim dan Muhammad bin Al Mutsanna, mereka berkata;
telah menceritakan kepada Kami Bisyr bin Umar dari Abu Al
Ghushn dari Shakhr bin Ishaq dari Abdurrahman bin Jabir
bin 'Atik dari ayahnya bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi
wasallam bersabda: akan datang kepada kalian para
petugas pengambil zakat, jika mereka sudah datang kepada
kalian, maka sambutlah mereka dan biarkanlah mereka
mengambil apa yang mereka inginkan, jika mereka berbuat
adil maka itu adalah kebaikan buat kalian dan jika mereka
berbuat dzalim maka dosanya bagi mereka, buatlah mereka
ridha, sebab kesempurnaan zakat kalian pada keridhaan
mereka, dan hendaklah mereka mendo‘akan kalian. Abu
Daud berkata; Abu Al Ghushn adalah Tsabit bin Qais bin
Ghushn.” (HR. Abi Dawud, No.1354)°

*lbnu Hajar al-Asgalani, Bulughul Maram, Penterjemah: Muh. Sjarief
Sukandy (Bandung: PT. AlMa’arif , 1996), Cetakan Keduapuluh.



Pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak
berupaya untuk menerapkan sistem perpajakan online dalam
mengoptimalkan penerimaan pajak. Penerapan sistem
tersebut mencakup aspek-aspek perubahan  struktur
organisasi dan sistem ke kantor pelayanan pajak, perubahan
implementasi pelayanan kepada wajib pajak, fasilitas
pelayanan yang memanfaatkan teknologi informasi, dan
kode etik pegawai dalam rangka menciptakan aparatur
pajak yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme.
Sistem  administrasi  perpajakan online  memberikan
kemajuan  teknologi  terbaru  diantaranya  melalui
pengembangan sistem informasi perpajakan (SIP) dengan
pendekatan fungsi menjadi Sistem Administrasi Perpajakan
Terpadu (SAPT) yang dikendalikan oleh case management
system dalam workflow serta berbagai pelayanan dengan
basis E-System seperti E-Registration (pendaftaran NPWP
secara online), MP3 (Monitoring Pelaporan Pembayaran
Pajak), dan E-Filling (Pelaporan Surat Pemberitahuan), yang
diharapkan meningkatkan mekanisme control yang lebih
efektif ditunjang dengan penerapan kode etik pegawai
Direktorat Jenderal Pajak yang mengatur perilaku pegawai
dalam melaksanakan tugasnya. Strategi yang ditempuh
adalah pemberian pelayanan prima sekaligus pengawasan

insentif kepada para Wajib Pajak.



Kepatuhan Wajib Pajak (Tax Compliance) dapat
diidentifikasi dari kepatuhan  Wajib Pajak dalam
mendaftarkan diri, kepatuhan untuk melaporkan kembali
Surat Pemberitahuan (SPT), kepatuhan dalam menghitung
dan pembayaran pajak terutang, dan kepatuhan dalam
membayar tunggakan. Isu kepatuhan menjadi penting
karena ketidakpatuhan secara bersamaan akan menimbulkan
upaya menghindarkan pajak, seperti tax evasion dan tax
avoidance, yang mengakibatkan berkurangnya penyetoran
dana pajak ke kas negara. Pada hakekatnya kepatuhan wajib
pajak dipengaruhi oleh kondisi sistem administrasi
perpajakan yang meliputi tax service dan tax enforcement.
Perbaikan administrasi perpajakan sendiri diharapkan dapat
mendorong kepatuhan wajib pajak.

Sejalan dengan hal ini, Direktorat Jenderal Pajak pada
tahun 2001 telah menggulirkan Reformasi Administrasi
Perpajakan Jangka Menengah sebagai prioritas reformasi
perpajakan, dengan tujuan tercapainya: (1) tingkat kepatuhan
sukarela yang tinggi, (2) tingkat kepercayaan terhadap
administrasi perpajakan yang tinggi, dan (3) produktivitas
pegawai perpajakan yang tinggi. Dan memiliki ciri khusus
yaitu struktur organisasi berdasarkan fungsi, pembentukan
account representative dan complaint center.

Pada kenyataannya masih ada Wajib Pajak merasa

menemui hambatan dalam proses pelayanan yang diberikan



oleh aparatur perpajakam vyaitu petugas yang lambat, tidak
ramah, berbelit-belit, menunggu terlalu lama, kantor dan
layanan kurang nyaman, fasilitas yang tidak memadai
sehingga menimbulkan keluhan, komplain, dan enggannya
mereka menyelesaikan urusan perpajakannya, dan pada
gilirannya nanti berakibat pada tumbuhnya sikap tidak patuh
dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

Untuk menaikan penerimaan pajak sebagai yang
dimaksudkan di atas perlu juga dilakukan penyempurnaan
aparatur perpajakan dengan melakukan komputerisasi
dan peningkatan mutu para pegawainya, perbaikan sikap
mental para pejabatnya, serta mempersiapkan para wjib
pajak yang telah diberi kebebasan dan kepercayaan yang
besar sekali dalam menghitung dan membayar pajak sendiri.
Untuk menambah jumlah wajib pajak perlu dilakukan
intensifikasi pungutan.®

Luasnya wilayah, banyaknya penduduk, serta
dinamisnya aktivitas ekonomi merupakan suatu tantangan
tersendiri dalam menegakkan perpajakan di Indonesia.
Apalagi  pajak  memiliki  peranan  penting dalam
perekonomian di Indonesia. Ketidaksesuaian ratio antara
pegawai pajak dengan wajib pajak mengakibatkan kurang
optimalnya implementasi perpajakan di Indonesia. Untuk

mengatasi hal tersebut diperlukan adanya administrasi

® Erly Suandi. Perencanaan Pajak...h.3.



perpajakan yang sederhana, cepat, dan mudah dilakukan agar
pajak dapat secara optimal menjangkau penduduk, entitas
badan, serta ekspatriat wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia. Hal ini membuat Direktorak Jenderal Pajak
mereformasi sistem perpajakan yang ada. Dewasa ini
reformasi  dibidang  perpajakan  ditandai  dengan
ditetapkannya visi oleh Direktorat Jenderal Pajak yaitu
menjadi model pelayanan masyarakat yang
menyelenggarakan sistem dan manajemen perpajakan kelas
dunia yang dipercaya dan dibanggakan masyarakat. Selain
itu, Direktorat Jenderal Pajak juga menetapkan misi fiskal
untuk menghimpun penerimaan dalam negeri dari sektor
pajak yang mampu menunjang kemandirian pembiayaan
pemerintah berdasarkan undang-undang perpajakan dengan
tingkat efektivitas dan efisiensi yang tinggi. ’

Sebagai organisasi pemerintah yang diberi kewenangan
dalam mengelola perpajakan, Direktorat Jenderal Pajak
menyadari sepenuhnya bahwa tanpa adanya improvisasi di
bidang teknologi informasi, dinamika yang berkembang di
masyarakat terutama dinamika bisnis tidak akan dapat
diantisipasi.®> Dalam menghadapi perkembangan teknologi

yang semakin pesat, maka Direktur Jenderal Pajak tidak mau

" Erly Suandi. Perencanaan Pajak....h.4.

® Prawirodidirdjo, S.A. “Analisis Pengaruh Perubahan Organisasi dan
Budaya Organisasi Terhadap Kepuasan dan Kinerja Pegawai Direktorat
Jenderal Pajak (Penelitian pada Kantor Pelayanan Pajak Berbasis Administrasi
Modern di Lingkungan Kantor Wilayah Jakarta Khusus”, (Tesis, Universitas
Diponegoro, Semarang 2007).



ketinggalan dalam  memanfaatkan teknoklogi  guna
mempermudah dan  mengefisienkan pekerjaan yang
berhubungan dengan administrasi dan pembayaran pajak.
Maka dari itulah Direktorat Jenderal Pajak mengeluarkan
program baru yang memanfaatkan teknologi dengan lebih
baik, yakni E-System. E-System adalah cara terbaru yang
dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam pelayanan
pajak. Dalam metode ini, seluruh rangkaian pembayaran
pajak dapat diakses melalui internet yang sudah terintegrasi
dengan kantor pajak. Adapun bagian dari E-System adalah
sebagai berikut.

a) E-Registration, metode untuk melakukan pendaftaran
secara online.

b) E-Filling, metode untuk pengisian SPT secara online.

c) E-SPT, metode untuk dapat mendownload form SPT
secara online dan dapat diisi dan dikirimkan kembali.

d) E-Billing, metode untuk pembayaran pajak secara online
maupun melalui atm dengan memasukkan kode billing
yang akan diterima oleh Wajib pajak.’

Dengan pembaharuan sistem yang ada pada kantor
pajak, diharapkannya dapat memberikan kemudahan bagi
Waijib pajak dikarenakan seluruh rangkaian metode ini dapat
diakses dimana pun dan kapan pun oleh wajib pajak dan

harapannya akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam

° Erly Suandi. Perencanaan Pajak...h.4.
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membayar pajak sehingga penerimaan pajak dapat membantu
roda perekonomian Indonesia.

Aplikasi e-billing yang diluncurkan oleh Direktorat
Jenderal Pajak, dapat memudahkan wajib pajak dalam
memenuhi kewajibannya dalam hal membayar. Berlakunya
self assessment system di Indonesia, menjadikan wajib pajak
harus dapat menghitung, memperhitungkan, membayar dan
melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.

Sistem e-billing pajak merupakan bagian dari sistem
penerimaan negara secara elektronik yang telah
diadministrasikan oleh Biller Direktorat Jenderal Pajak dan
secara resmi menggunakan Modul Penerimaan Negara
Generasi 2 (MPN G2). MPN G2 digunakan guna mendukung
pelaksanaan cash management yang baik dengan menyajikan
informasi penerimaan negara secara real time yang didukung
keandalan teknologi informasi dalam penerapan Treasury
Single Account. MPN G2 melanyani seluruh transaksi
penerimaan Negara antara lain pajak, beadan cukai, dan
penerimaan negara bukan pajak. *°

E-billing adalah metode pembayaran elektronik dengan
menggunakan kode billing. Transaksi pembayaran atau
penyetoran pajak secara elektronik, dilakukan melalui bank
atau pos persepsi dengan menggunakan kode billing. Jadi,

dapat disimpulkan e-billing adalah pembayaran pajak melalui

10 Erly Suandi. Perencanaan Pajak .h.5.
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media elektronik dengan memanfaatkan kode billing sebagai
kode transaksi. Seluruh Kantor Pelayanan Pajak di Indonesia
turut serta dalam pelaksanaan uji coba penerapan sistem
pembayaran pajak secara elektronik (billing system) sejak 12
April 2013, sesuai dengan Keputusan Direktorat Jenderal
Pajak Nomor KEP - 359/PJ/2013 tentang Penunjukan Kantor
Pelayanan Pajak dan Wajib Pajak dalam Rangka Uji Coba
Penerapan Sistem Pembayaran Pajak Secara Elektronik
(billing system) dalam Sistem Modul Penerimaan Negara.™
Aplikasi ini mulai diberlakukan per 1 Juli 2016. Aplikasi E-
billing ini menjamin keamanan transaksi elektronik antara
wajib pajak dan Direktorat Jenderal Pajak. Lebih lanjut,
aplikasi ini memudahkan pembayaran pajak secara elektronik
dengan segala kelebihan antara lain mudah, cepat, dan
akurat. Dikatakan mudah karena dalam proses pembayaran
pajaknya penyetor tidak perlu lagi repot mengisi kertas surat
setoran manual.*?

Sistem E-billing menyederhanakan proses pengisian
data dalam rangka penyetoran pajak. Selanjutnya pengisian
dalam sistem surat setoran elektronik yang sederhana akan
meminimalisir potensi terjadinya human error dalam
perekaman data pembayaran dan penyetoran oleh petugas

bank persepsi atau pos. Peranan administrasi perpajakan

1 Andrian Agus Trianto, “Pengaruh kualitas pelayanan pajak
terhadap Kepatuhan wajib pajak orang pribadi (studi pada WPOP yang
terdaftar Di KPP pasuruan)”, (Tesis, Universitas Brawijaya. Malang, 2013)

12 Erly Suandi. Perencanaan Pajak....h.5.
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diibaratkan sebagai kapasitas atau sebuah wadah dalam
rangka melakukan pemungutan pajak. Kapasitas administrasi
yang tidak menyesuaikan perkembangan jaman, akan
menyebabkan hilangnya potensi penerimaan yang sangat
besar bagi NKRI. Hal ini menjadi alasan yang menguatkan
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk melakukan
penyempurnaan  modernisasi  administrasi  perpajakan.
Penyempurnaan  modernisasi  administrasi  perpajakan
merupakan hal mendesak yang harus segera dilakukan untuk
membantu menangani kurang optimalnya penerimaan
perpajakan Indonesia dalam beberapa tahun terakhir.*?

Sistem administrasi pajak secara online diyakini telah
memberikan angin segar berupa kemudahan dalam proses
pemungutan pajak. Merubah konsep penyampaian SPT
manual yang selama ini memiliki banyak kelemahan dalam
pemungutan pajak, yakni kemudahan administrasi yang tidak
efisien dan menimbulkan tingginya biaya bagi wajib pajak,
baik dalam hal uang, waktu, dan tenaga. Oleh karena itu,
seluruh moderinisasi sistem administrasi perpajakan telah
dirancang sedemikan rupa dan harus selalu dipelihara dan
diperbaharui sehingga mampu menyediakan layanan yang
optimal.**

Untuk mengakomodasi peralihan cara pembayaran

pajak dari sistem manual ke sistem online melalui e-billing,

'3 Erly Suandi. Perencanaan Pajak....h.6.
% Erly Suandi. Perencanaan Pajak...h.6.
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pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak, sesuali
dengan fungsinya berkewajiban melakukan pembinaan/
penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan. Dalam
melaksanakan fungsinya tersebut, Direktorat Jenderal Pajak
berusaha sebaik mungkin memberikan pelayanan kepada
masyarakat sesuai visi dan misi Direktorat Jenderal Pajak.
Pada penerapan e-billing pada beberapa negara memberikan
kontribusi terhadap penerimaan pajak yang relatif cukup
baik. Peran serta wajib pajak dalam sistem pemungutan pajak
sangat menentukan tercapainya target penerimaan pajak.
Penerimaan pajak yang optimal dapat dilihat dari
berimbangnya tingkat penerimaan pajak aktual dengan
penerimaan pajak potensial atau tidak terjadi tax gap. Oleh
karena itu, kepatuhan wajib pajak merupakan faktor penting
yang memengaruhi realisasi penerimaan pajak."

Peneliti  tertarik untuk  mengetahui  pengaruh
modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap tingkat
kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama
Serang Banten. Penelitian ini mencoba untuk menganalisis
tentang tingkat kepatuhan wajib pajak sebagai subjek
pajak/wajib pajak PPN karena berbagai perubahan dalam UU
tentang PPN (terakhir UU No. 42 Tahun 2009) mencakup
juga berbagai aspek yang terkait erat dengan dimensi pajak

secara online. Penelitian ini mengambil responden di KPP

15 Erly Suandi. Perencanaan Pajak...h.7.
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Pratama Kota Serang Banten. Penelitian ini juga mengambil
variabel sistem administrasi perpajakan secara online yang
terkhusus pada sistem pembayaran (e-billing). E-billing
dipilih sebagai variabel independent dalam penelitian karena
e-billing baru diberlakukan selama dua tahun, serta mulai
tahun 2016 seluruh Wajib Pajak diharuskan menggunakan e-
billing dalam pembayaran pajak, hal ini diatur dalam Modul
Penerimaan Negara Generasi 2 (MPN G2). KPP Serang
Banten dipilih sebagai tempat untuk melakukan penelitian
karena KPP Kota Serang Banten telah memberlakukan
sistem administrasi online dan dalam melaksanakan tugasnya
para pegawai terikat oleh kode etik pegawai yang bertujuan
untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih. Salah
satu faktor yang diperkirakan menjadi penyebab belum
maksimalnya penerimaan pajak adalah masih rendahnya
kepatuhan pajak (tax compliance). Rendahnya kepatuhan
pajak ditandai dengan bentuk penggelapan pajak oleh wajib
pajak (tax evasion). Penggelapan pajak dapat berupa
penggelapan oleh wajib pajak terdaftar yang melaporkan
pendapatan lebih rendah dari seharusnya maupun kegiatan
yang tidak terdaftar resmi atau perekonomian tersebunyi
(underground economy).*®

Di dalam negeri, rasio kepatuhan Wajib Pajak yang

menjadi  idikator  kepatuhan  Wajib  Pajak  dalam

18 Erly Suandi. Perencanaan Pajak...h.7.
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melaksanakan pemenuhan kewajiban perpajakannya, dari
tahun ke tahun masih menunjukkan presentase yang tidak
mengalami peningkatan secara berarti. Hal ini didasarkan
jika kita melihat perbandingan jumlah Wajib Pajak yang
memenuhi syarat patuh di Indonesia sedikit sekali, jika
dibandingkan dengan jumlah Wajib Pajak terdaftar.’

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis
berkeinginan untuk meneliti sejauh mana penerapan sistem
administrasi perpajakan secara online dalam kerangka
reformasi administrasi perpajakan yang telah ditetapkan
olen Direktorat Jenderal Pajak sejak tahun 2002 pada
kantor pelayanan pajak modern, serta berusaha untuk
menelaah pengaruhnya terhadap kepatuhan Wajib Pajak.
Maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan
judul: “PENGARUH ADMINISTRASI PERPAJAKAN
SECARA ONLINE TERHADAP KEPATUHAN
MASYARAKAT MEMBAYAR PAJAK (STUDI PADA
KPP PRATAMA KOTA SERANG BANTEN)”

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat
diidentifikasi berbagai masalah sebagai berikut:
1. Persentase tingkat kepatuhan wajib pajak pada tahun 2012
masih tergolong sangat rendah.

" Widi Widodo, Moralitas, Budaya dan Kepatuhan Pajak, (Bandung:
Alfabeta, 2010), h. 66.
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2. Rendahnya kepatuhan wajib pajak disebabkan oleh
pengetahuan sebagian besar wajib pajak tentang pajak
(peraturan perpajakan, fungsi pajak, dan sistem
perpajakan yang digunakan) masih rendah.

3. Masih rendahnya kesadaran masyarakat terutama wajib
pajak untuk membayarkan pajaknya ke kas negara yang
diakibatkan oleh kurang meratanya informasi perpajakan
yang diterima masyarakat.

4. Pemahaman masyarakat mengenai modernisasi sistem
administrasi perpajakan masih rendah, sehingga akan
mempengaruhi tingkat kepatuhan masyarakat untuk
membayar pajak.

5. Masih adanya wajib pajak yang kurang mengetahui dan
memahami benar mengenai e-SPT, e-Filling, pembayaran
dengan e-Banking dan lainnya.

6. Masih dibutuhkannya petugas-petugas pajak yang

mempunyai integritas dan profesionalisme yang tinggi.

Pembatasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka
batasan masalah pada penelitian ini dibatasi pada pengaruh
empat variabel yang digunakan yaitu Pengetahuan
Perpajakan, Sistem Administrasi Secara Online, Kesadaran
Wajib Pajak, dan Kepatuhan Wajib Pajak. Penelitian ini lebih

memfokuskan pada :
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1. Sistem Administrasi Secara Online

2. Objek adalah masyarakat pegawai swasta yang memiliki
NPWP

3. Penelitian fokus pada KPP Pratama Kota Serang

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah
diuraikan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam
penelitian ini diantara lain:

1. Bagaimana pengaruh Sistem Administrasi Perpajakan
secara online terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP
Pratama Kota Serang Banten?

2. Seberapa besar pengaruh Sistem Administrasi Perpajakan
secara online terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP

Pratama Kota Serang Banten?

E. Tujuan Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah untuk mengetahui
pengaruh sistem administrasi secara online terhadap
kepatuhan masyarakat membayar pajak pada Kantor
Pelayanan Pajak Pratama Kota Serang Banten

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan
diatas, maka tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui Bagaimana pengaruh  Sistem

Administrasi  Perpajakan  secara online terhadap
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3.

Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Kota Serang
Banten.

Untuk menguji besarnya pengaruh Sistem Administrasi
Perpajakan secara online terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

di KPP Pratama Kota Serang Banten.

F. Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini, diharapkan hasilnya dapat

memberikan manfaat bagi semua pihak yang berkepentingan

yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Dengan  penelitian ini, diharapkan dapat
memberikan masukan dan menjadi bahan pemikiran yang
berguna bagi KPP sebagai dasar perbaikan dan
pengembangan mengenai pengaruh modernisasi sistem

administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.

. Manfaat Praktis

Dari penelitian ini diharapkan dapat berguna dan
bermanfaat bagi berbagai pihak, antara lain:
a) Bagi Penulis
Menambah wawasan untuk mengetahui bagaimana
pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan
terhadap kepatuhan wajib pajak pada kantor
pelayanan pajak. Juga sebagai salah satu syarat

dalam menempuh ujian sidang sarjana ekonomi pada
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Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi
dan Bisnis Islam UIN SMH Banten.
b) Bagi Kantor Pelayanan Pajak
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan
gambaran aktual bagi KPP mengenai pelayanan yang
diberikan kepada wajib pajak yang berpengaruh
terhadap kepatuhan wajib pajak sebagai salah satu
tujuan dari modernisasi administrasi perpajakan.
c) Bagi Wajib Pajak
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan
pemahaman atas informasi mengenai tingkat
kepatuhan wajib pajak dari modernisasi administrasi
perpajakan.
d) Bagi Pihak Lain
Penelitian ini  diharapkan sebagai sumber
informasi  yang dapat memberikan tambahan
pengetahuan dan referensi bagi pihak-pihak yang
terkait, khususnya mengenai topik- topik sektor
pajak dan akuntansi manajemen dan faktor-faktor

yang dapat mempengaruhinya.

G. Kerangka Pemikiran

Menurut Forest dan Sheffrin kepatuhan wajib pajak
dapat dipengaruhi oleh beberaapa faktor yaitu kondisi sistem
administrasi perpajakan suatu negara, pelayanan yang

diberikan pelayanan yang diberikan kantor wajib pajak,
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penegakan hukum perpajakan, pemeriksaan pajak dan tariff
pajak yang berlaku. Selain itu, sistem perpajakan yang
sederhana juga sangat penting karena semakin kompleks
sistem perpajakan akan berpengaruh terhadapat kepatuhan
wajib pajak.’®

Modernisasi sistem administrasi perpajakan sebagai
salah satu bentuk reformasi dalam memberikan pelayanan
yang diberikan oleh kantor pajak di mana akan mempegaruhi
pula patuh tidaknya wajib pajak dalam melaksanakan
kewajiban perpajakannya. Hal ini dikarenakan wajib pajak
dalam melaporkan pajaknya dengan cara mendatangi kantor-
kantor pajak terdekat. Jika sistem yang ada telah memberikan
kepuasan terhadap wajib pajak, maka wajib pajak sendiri
akan lebih patuh dalam melaksanakan kewajiban

perpajakannya.*®
Gambar 2.1.

Kerangka Pemikiran

Modernisasi Sistem
Administrasi Perpajakan (Y)
(X)

3 Kepatuhan Wajib Pajak

'8 Siti Kurnia Rahayu, Perpajakan Indonesia...h.141.
19 sjti Kurnia Rahayu, Perpajakan Indonesia....h.141.
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Penelitian ini menggunakan tingkat kepatuhan wajib
pajak sebagai variabel dependen, sedangkan modernisasi

sistem administrasi perpajakan sebagai variabel independen.

. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan pembahasan ini adalah suatu
gambaran kecil (miniature) dari seluruh kumpulan karya
ilmiah atau skripsi ini, hal ini dimaksudkan untuk
memberikan  kemudahan baik bagi penulis dalam
membuatnya dan juga memudahkan para pembaca untuk
mempelajarinya.

Dalam sistematika ini penulis membaginya dalam lima
bab, yaitu:

BAB | PENDAHULUAN

Yang menjelaskan tentang latar belakang penelitian,
rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian,
dan sistematika penulisan.

BAB Il KAJIAN PUSTAKA

Yang menjelaskan tentang landasan teori dan literatur-
literatur relevan yang digunakan sebagai acuan dalam
penelitian ini, kerangka penelitian, dan hipotesis.

BAB Il METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang metode penelitian yang

terdiri dari waktu dan wilayah penelitian, jenis penelitian,

populasi, sampel, tekhnik pengambilan sampel, data dan
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sumber data, teknik pengumpulan data, variabel penelitian,

definisi operasional variabel, dan teknik analisis data.

BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN
Menjelaskan tentang gambaran umum peneliitian, hasil

statistik deskriptif dan deskripsi data penelitian, hasil uji

kualitas data, hasil uji asumsi klasik, hasil analisis regresi,

hasil pengujian hipotesis, dan interpretasi hasil dari

penelitian yang dilakukan.

BAB V PENUTUP

Menjelaskan  tentang  kesimpulan  hasil  penelitian,

keterbatasan penelitian, dan saran atas penelitian ini untuk

penelitian selanjutnya. Dengan keterbatasan penelitian,

diharapkan penelitian ini dapat disempurnakan pada

penelitian-penelitian selanjutnya.



